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PERATURAN GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
NOMOR 123 TAWUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN

JASA PENGURUSAN TRANSPORT Al

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSLS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang > A8

Mengingat S

bahwa berdesarkan Persturan Permerintah Nomor 38 Tahun 2007
entang Pembagian Urusan Pemerhitahan antara Pemarintah,
Pemerintahan Daemsh Provingi dan Pemerintahan Oaersh
Kabupaten/Kota, 1zin Usaha .Jasa Fengurusan  Transportasi

dilaksanakan olsh Pemerintah Daerah Provinsi Bldang Perhubungan
Laut;

batwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
hundf a  peru menetapkan Peraluran  Gubamur tentang
Penyelengparaan dan Pengusahaan Jasg Pengurusan Transportas!;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tertang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban

Daerah sebagaimana lelah beberspa kai dubah tarakhir dengan
‘Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 25 Tshun 2007 terfang Penanaman
‘Modal;

Undang-tindang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerntahan
Provinsi Daerah Khwsus bukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Repubiik indonesia;

Undang-Lhdang Nomor 40 Tahun 2007 tenang Perseroan
Terbatas:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran




Menetapkan

7.
8

8

10,

1.

12

13.

15.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penarbangan;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas can
Angkutan Jalarg

Peraturan Pemeintah Nomar 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemeintahan antara Pemeiintah, Pemerintahan Daersh
Provinei dan Pemeriniahan Dasrah Kabupaten/Kota:

Pemturan Pemeintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Anglartan d
Perairan;

Keputusan Mertes Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 1088
®ntang Jasa Pengunrsan Transportasi

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tertang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, Kereta Apl Sungal dan Danau serta
Penyeberangan o Propinsi Daevah Khusus Ibukota Jakarta;
Peratwan Daerah Nomar 1 Tahun 2008 tentang Retribusi Daaral;

Porduran Dasrah Nomor ¥ Tahun 2008 tentang Organisasi
Parangkat Dasrahy;

Peraturan Gubernur Nomor 97 Tshun 2009 tenfang Organisasl dan

Tate Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Dasrah Khusus bukota
Jakartg

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasd 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dirmaksud dengan :

1.
2

X1

Daerah adalah Provins| Daerah Khusus lbukota Jakarta,

Pemerinian Daarah adalah Gubemur besarta Perangkat Dasrah

sebagai unsur penyelenggara: pamerintehan daerah,

-JGukI;emur adalah Kepata Daerah Provinsl Dasrah ihusus bukota
akarta

Dinss Perhubungan yang salanjutnya disebut Dinas adalsh Dings
Perhubungan Provinsi Dasrah Khusus lbukota Jakarta,

Kepala Dinas adaah Kepaa Dinas Perhubungan Provinsi Dasrah

Khusus fthukota Jakanta
Badan Hukum Ihdonesta (BHI) adajah Badan usaha vang dimiliki

oleh ‘Negam/Daerah atau swasta yang berbentuk Persarcan
Terbatas (PT).




(1

2)

3

(4)

Jasa Pengurusan Transportasl  (freight forwarding) dalam
Peraturan Gubesur ini adalah Usaha vang ditujukan  untuk
mewaklli kepentingan pemilik barang unfuk mengurus semua
kaglatan yang diperiukan bagi teriakeananya pengriman dan
penermaan berang melalul trassportasi darat, laut atae udarg
yang dapat:mencakup kegiatan penerimaan, penylmpanan, sortasi,
pengepakan, penandaan. pengukuran penimbangan, pengurusan
penyelesaian  dokumnen, penerbitan  dokumen angkutan,
porhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atss pengiriman
baang serta penyolesalan tagihan den  biaya-biaya lainnya
berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai
dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya,

BAB §
PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTAS
Bagian Pertamg

Porgyaratan Usaha
Pasal 2

Untuk  dapat  melakukan kegiatan ussha Jasa Pengurusan

Trensportesi  herus memillkl 2in Usahs Jasa Pengurusan

Transponiasi yany dkeluarkan oleh Dinas Ferhubungan

12in Usaha Jasa Pengurusan Transportasl dibarikan ek
perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didifican urruk
kegiatan usaha Jasa Pengurusan Transpartasi,

Perusahean Jasa Pengurusan Transportasi yang telah merxiapat
izin usaha sabagaimena dimaksud peda ‘ayat (1) diwgjibkan
memenubi lotertuan-ketentuan yang dicantumkan d dalam Surat
n Usaha sesuai dengsn ketentuan peraturan perurdang-

undangan,

Untuk memperoleh izin usaha setiagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus memenuhi persyaratan sebagai barikut:

a memilii akia pendirian yang disahkan oleh Instansi yang
‘barwenang

b mamiliki modal disetor sebesar Rp 200-000.000,00 (dua ratus

juta ruplah},

€. sahamaaham perusahaan -seluruhnya dimilik oleh Waga

‘Negara indonesia dan atay badan hukum Indonesia, apabila
®Brdapat modal asing harus mendapatkan izin prinsip dari
Instansi vang berwenang (BKPM);

d memliki surat keterangan domisili perusahaan yang masth

beraku

memilikl Nomor Pokak Wallb Pajak (NPWP); _
memiliki sekurangkurangnya 1 (satu) orang tenaga ahfi d
bidang kepabeanan bagi Perusahaan Jasa Pengurusan
Transportasi Intenasional; dan

Y

9. Tekomendasl odari Asosiasi Perusahaan Jasa Pengurusan

Transportasi yang dlakui pemerintah dan Kamar Dagang dan
ndustri (IKADIN,




Pasal 3

(1) Pearusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan Ekspedigi

s

()

(1)

(2)

(3

(1

)

Muatan Pasawal Udara (EMPU) yang telah memilik kin usaha,
tanpa harus ‘mendirkan Parseroan Terbatas vang khusus didirkan
untuk kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi  sebagaimana
dimeksud dalam Pasal 2 dapat meminte lzin Usaha Jasa
Pengurusan Transportasi.

Permintaan I1zin sebagaimana dmaksud pada ayat (1) diajukan oleh
Porusahaan Ekepedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) danfatau
Ekspedisi  Muatan Pesawat Udara (EMPU) kepada [knss
Perhubungan.

Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL} danfatay
Ekspedizi Muatan Pesawat Udaa {EMPU) sebagaimana dimaksud
pada ayst (2) tetap harvs memenuhl persyaratan sebagaimana
dmaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

Pasal 4

Porusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Nasional atau Badan
Hukum Indoriesia atau Werga Negara Indonesia dapat melakukan
karja sama dengon perusahaan Jasa PRengurusan Tranapartasi
Asing ‘Badan Hukum Asing stau Warga Negara Asing, dalam
bentuk usaha palungan (joint venture) dengan membaeruk
perusahaan Jasa Pengunisan Transportasi Nasiong),

Usaha Jasa Pengunsan Transportasi yang dilakukan deh ussha

patungan {joint ventwe) sabagaimana dimakswi pada ayat (1}1

walib memitiki Suat kin Usaha Jasa Pengurugan Transportasi

(SILJPT).

Untuk mempeoleh izin usaha sebagaimana dimakeud pada ayat (2),

harus memenuhi persyantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (4).

Bagian Kedua
Tata Cara Pengaiuan Permohonan 1z2n Usaha
Pasal 5
Pemohonan Izin Ussha Jasa Pengurusan Transportasi sobagaimana
dmaksud dalam Pasel 2 ayat (1), diajukan kepada Kepsa Dinas,
sebagaimana tercantum dalam Lampirsn | Peraturan Gubemur ini.

in usaha -diberikan oleh Kepala Dinas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Gubermur ni.




(3) Persefujuan etauw penolaken atas permohonan izh usaha

4)

(%)

n

(2)

(3

(4)

Industr (KADIN).

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayst (2) diberkan dalam
jangka waktu selsmbat-lambatnya 14 (empat belas) hai kesja
setelah ;permohonan ditedma secara lengkap.

Dalam ‘had permohonan izin usaha ditolak oleh Pejabat Pemberi fzin
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memberikan Jawaban
tertulis mengenai alasan penclakan sebagajimana tercantum dalam
Lampiran Nl Peraturan Gubemur,

Pemchonan yang ditolak sebagamana dimakeud pada ayat (4),
dapal diajukan kembal setaldh pemohon melengkapi persyaratan
sebagaimana dimeksud pada Pasal 2 ayat (4).

Bagian Ketiga
Pengelolaar| Usaha
Pasal §
Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Asing yang beroperasi
01 wilayah Provinsi DK} Jakarta wajlb menunjuk Perusahaan Jasa
Pengurusan Transporlasi Nasional sebaga mitra danvatau agen.

Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Asing tidsk depat
mengalihkan keagenan ke penssahaan lain tanpa ada persetujuan

dar  Dinas Perhubungan dan  Ascelasl Perugsahagn Jasa

Pengurusan Transpontasi yang diakyi pemerintah dan Kamar
Dagang dan ndustri (KADIN),

Perusahaan Jasa Pengurusan Traneportasi yang membuka cabang

¢l wibyah Provinsi DK) Jakarta harus mendapat rekomendasl dari
Kepala Dinas  Perhubungan dan  waijib melapor ke [inas
Perfubungan dan Asodasi Perusshaan Jasa Pengurusan

Ttansportasi yeng diakul pemeristah dan Kamar Dagang dan

Perugahaan Jasa Pengurusan Transporias yang fzinnya
dikeluarkan Dinas Perhubungan yang akan membuka cabang dl
luar wilayah Provinel DKI Jakarta hans meminta rekomendasi dari
Kepala Dinas

BAB i
TARF PELAYANAN JASA
Pasal 7

Besaran tarif pelayanan Jasa Pengurusan Transportasi berdasarkan
kesepakatan antara pengguna dan pemakal jasa seeud dengan
ketentuan peraturan peruncang-undangan.




BAB IV
KEWAJIBAN

Pasal 8

Ferusahaan Jaga Pengurusan Transportasi, harus memenuhl kewajiban
sabagai barikut :

‘menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Jasa Pengurusan Ti
yang diakui Pemerintah dan Kamar Dagang tdan Industri (KADIN);

mnemenubl semua kewajiban yang telah dietapkan dalam izin ugaha;

melakukan kegiatan usahanya, selambeat-lambatriya 6 (enam) bulan
setelah izin usaha diedbitkan:

melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggail
zin dkeluarkan;

menyampatkan laporan bulanan keglatan operasional perusahaan
kepada Pejabal Pember lzn sebagaimana tercantum  dalam
Lampiran IV Peratiran Gubemur ini:

menyampaikan laporen tahunan kegiatan operasiomnal perusahasn
kepads Pelabat Pembent I2in, sebagaimana tercantum dalam
LampiranV Peraturan Gubemur in,

melaporkan kepada Pejgbat Pembert Izin, setlap kdi terjad
parubahan anggaran daser perusahaan namaflamet parusahaan,
NPWP, nama dan alanat Direktur |tama/Penanggungiawab
Perusahaan selambat-iambatnya 14 {empat belas) had seteloh
rjadinya perubahan tersebut;

fkut menciptakan hubungan kerja sama operasional dengan pinak
manapun yang berkaltan dengan kegiatan Jasa Pengurusan

Transportasi

mematuhi dan melaksanakan kesehatan dan keselamatan kevja o

lingkungan kegiatan perusaheannya dan terhedap semua tenaga
kena yang dipek ; .

menddik dan melsh keterampilan pegawai agar tercapai efektivitas

dan efislansi kerja; dan

melaporkan kegiatan operasional sesual materl yang diminta oleh
dankepada instansi yang barwenang untuk kepentingan pengumpulan
ata dan statistik,

Pasai &

Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi berlsku selama perusahaan

yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dsn akan
dilakukan -evaluasi setiap 2 (dua) tahun.




Fas_al 1

(1) ‘Perusahaan Jasa Pengurusan Transporiasi waiib melaporkan
kegiatannya kepada Dinas Perhubungan secara perindik,
selanjutnya Dinas Perhubungan melkukan evauasi keseimbangan
antara volumelsrus barang dan jumiah perusahasn sata
mangumumkan hasilnya secara bedala.

(2} Dalam hal tolah terjedi ketidakseimbangan antara volume/arus
barang dan Jumlah perusahasn Jasa Pengurusan Transportasi,
Dinas Perhubungan tidak akan menerbitkan izin bau  atau
menghentikan sementara penerbitan [zn Usaha Jaga Pengurusan

Traneportasi,
BAB V
TANGGUNG JAWAB
Pasal 11

(1} Perusahaan .Jasa Pengurusan  Transportasi bertanggung jawsh
pada semua hal yang klah diperjanjlkannya dangen barbaga pihak
dan wajib menyelesaikan Segala tuntutan yang sah

(2) Perusahasan -.i?sa Pengumsa;'l ;F;angpgirtasi [:ertangm jawab
atas sepala akibat yang ditimbulkan da pengiriman barang yang
menggunekan dokumen-dokumaen yang telah ditarbitkannya

(3) Porusahaan Jasa Pengurusan Transporiesl bertanggung jawab
atas peryerahan barang-bareng yang diurusnya sesuai syarat-
Syardl umum yeng beraku bagl perusahsan .Jasa Pangurusan
Transportasi dan hanss menutup asuransl usaha .lasa Pangurusan
Transporasi yang memadai.

Pasal 12

Porusahaan Jasa Pengumusan Transportasi wajib mengetahni dan

bertanggung jawab terhadap kebenaran legalitas pemilik barang.

Pasal 13

Untuk mengurangi rielko tanggung jawab serta menjamin pihak -pihak
yang dirugikan, Perusshaan Jasa Pengurusan Transportas| dapat
mengasuransikan tanggung jawabnya,

BAB VI
SANKS
Pasal 14

(1) ‘zin Usaha Jasa Pengunusan Trangportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dicabut, apabila tidak memenuhi
‘kewajiban sebagalmana-dimaksud dalam Pasal 8

(2) Pencabutan  12in Usaha Jasa Pengurusan T
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas.




(1

(@

g
xa

Pasal 15

Pencabutan izin Ysaha Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana
dmaksud dalam. Pasal 14 ayat (1), dilakukan melai proses
peringatan lerfulis . sebanyak 3 (tiga) kali berturutiurut, dengan
tenggang waktu 1 (satu) bulan, sebagaimana tercantumn dalam
Lampiran V) Peraturan Gubemur ini

Apabila peringetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dindahkan, dilanjutkan dengen pembekuan izin usaha untuk jangka
wakiu 1 {saiu). bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vi
Poraturan Gubamur ini.

Jika pembekuan sebageimana mhaksud pada ayat (2), habis

jangka waktunya dan §dak ada upaya perbaikan, maka izin usaha
dicabut -olgh Kepalaz Dinas sebagainara tercantum delam Lampian VIl
Paraturan Gubemur Ini.

Pasal 18

in Usaha Jasa Pengurusan Transportasl depat dicabut tanpa melaki
proses peringatan dan pembekuan lzin usaha, dalam hal perugahaan
yang ‘barsangkutan :

a

b,

{1)

(2)

melskukan kegkten yang membehayakan keemsnan Negara,
berdasarkan keputusan dari instans| barwenang

membubarkan dif aleu pailit, berdasarkan keputusan dari instansi
bervanang;

memperoleh izin usaha secara tidak sah;

tidak :malakukan kegiatan usshanya secara nyata, selama 8 {bulan)
berunut-tunst; dan :

‘melakukan kegiatan usaha yang menyimpang deri usaha pokoknya.

BAB I

SISTEM INFORMASI USAHA JASA
PENGURUSAN TRANSPCORTASI

Pasal 17
Dalam rangka penantuan arah kebak sataan daerah dan pengembangan

useha Jasa Pengunssan Transportasi, diselenggarakan Sistem
Informasi Usaha Jasa Pengurusan Transportasi.

Untuk terlaksananya Sistam Informasi kegiatan Jasa Pengurusan

Transportasi gebagamana dimaksud pada ayat (1), setiap

perusahaan Jasa Pangurusan Transportasi, wajib menyampaikan
laporan data secasa periodk kepada Kepala Dinas den instans

terkait Jainnya.




BAB Vil
PENGAWASAN

Pasd 18
Pengawasan erhadap pelaksanaan Peraturan Gubemur ini dilakukan
oleh Dinas Perhubungan.

BAB 1X

KETENTUAM PERALIHAN
Pasal 19

Bagi Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang telah menjalankan
kegialan usaha, wajib menyesuaikan perizinannya sesual dengan
Peraturan Gubemur ini dalam jangka waktu 1 (saty) tahun sejek
dlundangkannya Peraturan Gubemur ini

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasd 20
Peraturan Gubemur |nl mulsd berlaku pada tanggal diundangkan,

Apar setlap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya daam Beita Daerah
Frovinsi Daarah iChusus bukota Jakarta,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Jani 2010

GUBERNUR PRQVINSI DAERAR KHUSUS
| TA JAKARTA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINS|I DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

YAT
NIP 0500123862

BERITA DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 128




Lampiran
: Permohonan Suratizin Usaha Kepada

Tembusan;

Lampiranl:  Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Normar 123 TAHUN 241p
Tanggal 25 Juni 2010

Jasa Pangurusan Transportasi
Yth Kepala Dinas Parhubungan
Provinsi DKI Jakart

dl

Jakarta

Dengan memperhatikan Peraturan Gubemur Nomor ... Tabun .............

tertang Penyelenggarsan dan Pengusahaan Jesa Pengurusan Transportasi,
dangan ni saya mengajukan Permohonan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan
Transportasi.

Sebaga bahan pertimbangan tertampir disampalkan 1 (satu) berkas
dokumen unfuk melengkapi permohonan dirmaksud :

Salinan Akta Notais Pondirian Perusahaan.
Bukli kepemilikan modal usaha.

Fotokopi NPWP Persahaan

Sural Kesrangan Domisili Parusshaan.

Bukii memilik tenaga ahli di bidang kepabeanan bagi perusshaan JPT
Intermasional,

I2n PMA dar BKPM (bagi perusahean berbentuk useha patunganjoint
vanture),

rPRpeTE

=

Demilian permohonan saya, bilamena, disstyjul saya menyatakan berseda
memeruhi samua kebniuan pecsturan perundang-undangan yang befaly d
bidang kegiatan tersabut.

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

(Hroarermamseees e ssaesesse st eness s )
)

1. Dirjen Perhubungan Laut
2 Difen Perhubungan Darat
3 Dijen Perhubungan Udara

GUBERNUR PROVINS DAERAH KHUSUS
IBUGDTA JAKARTA,

e s—

F O




Lampiran il Peraturan Gubemur Provinsl Daerah Khusus
bukota Jakarta

Nomor 123 TAHUN 20190
Tanggal 25 Juni 2010

PEMERINTAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DNAS PERHUBUNGAN

SURAT 1ZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
(SUPT)

Berdasarkan Peraturan Gubemur Nomor ... Tahun ..... tertang Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
Berdasarkan surat permohonenPT.... ... tanggal .................Nomor: ... vestnsamanaarans

diberikan Surat kin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT), kepada :

Nama Perusahaan

i s L SR T O M nsdnnanddd g a b H T AR A AR A A A ma

N Pamillk Jawab

ama nanggung Ja e Y T AT S 2 A A48 R 14 A
Alamat :
- L3

B b T L Ty L T T A b A R A R A AR S wep

Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWP) :
Kewajban Pemegang 1zin adalah

1. Mematuhl selurvh peraluren Parundang-undangan yang berlak di bidang Jasa Pengurisan
Transportag),

|-|-<.hﬂ-+¢-|-+1-.--.-+1'n-,u-u.--+1-+Hn++1-Hu-+1'-1’-1u.i1i41.1141-1--!-11-1‘41.1"1--11.11401-\4 LLLEELL LR E T Py

2 Bertanggung jawah alas:
a Semua hal yang telab diperjanjikan dengan berbagai pihak dan wajlb meanyelesaikan
segala untuian yang sah.

b Sepala akibat yang ctimbulkan oleh pengkiman barang yang menggunakan dokumen-
dokumen yang talgh ditecbitkannya

¢ Penysrahan barang-barang yang diangladt sesusi persyaratan umum yang beriaky bagl
Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

d Laporan yang disampaikan/diminta oleh Kepala Dinas Perhubungan,
3 Melaporkan secara terbiis kepada Kepala Dinas Perhubungan -

a Setlap kali terjadi perubahan anggaran dasar parusahasan, susunan direksi/pengurus
parusahaan.

b. Hal-hal yang bersifat khusus vang terkail dangan kegiatan Usaha Jasa Pengurusan
Transportas.

4. Menyampaikan lapomn builanan dan tahunan kegiatan operasional perusahaan kepada
Kepala Dnas Perhubungan Provinsi DK Jakasta.

S Melakukan daftar utang setiap 2 {dua) tahun teshitung dari tanggal izin dikeluarkan




Surat bin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi {SIUJPT) ni dapa diinjau atau dicabut
kembali, apabila pemegang SIUJPT ini tidak mematuhi kewajiban dalam SMJPT ini dan/atan
melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan keglatan usahanya

Surat lzin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi: { SIVJPT) ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan

sampai dengan selama usaha yang bersangkutan masih beraan dan untuk seluruh Wilayah
Republik Indonesia.

Ditetapkan di
pada tanggal

NAMA ELAS KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PENANGGUNG JAWAB PROVINS) DId JAKARTA,

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKTTA JAKARTA,
—
FARIZ) O




Lampiran
: Penolakanizin Usaha Kepada

Tembusan

Lampian IHl:  Peraturan Gubsmur Provinsi Daerah Khusus
bukota Jakarta

Nomor 123 TAHUN 2010
Tanggal 25 Juni 2010

JAKAMA, ..o

Jasa Pengurusan Transporias)

Yth DirekturPimpinan/PenanggungJawab
T

di
Jakarta
1. Menunjuk: surat pemmohonan Saudara tanggal ..........cccmnr.c NOMIOP occonrvnrsrennn.
hal Permohonan 4zin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi Dengan i

diberitahukan behwa permohonan Saudas dimaksud tidak dapat disetujul,
dengan pertimbangan:

b L R e L T R O R R

2. Sehubungan dengan hal tereebut pada angka 1, Sandars dapat mengajukan |
permohonan baru setefah melengkapi persyaratan yang ditentukan

3 Demiklan uniuk menjedi makium,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINS| DK JAKARTA,

----------------------------------

- Ketua DPW Gafeksi (INF A) DKI Jakanta

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS
IBUKGTA JAKARTA,




Lampian 1V: Peraturan Gubemur Provins! Daerah Khusus
bbukota Jakarta '

Nomor 123 TAHUN 2010
Tanggal 25 Juni 2010

Nomor Jakartg, ...
Lampiran :
Hal : Laporan Bulanan Kepada
Kegiatah Operasional
Jasa Pengurusan Transportasi Yth. Kepda Dinas Perhubungan
Provinsi DK Jakarta
di
 Jakarta
Dengan hormat,
Sesual dengan Peraturan Gubemwur Nomor .._........... Tahun ............. tertang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, bersama i,
PT i .. mé& porkan keglaten operasional bulangn Jesa
Pengurusan Transportasi sebagaltnana terlampir.
Demikian untuk menjad maklum
Homnat saya
ol R
irekiur/Pimpinan/Penanggung
Tembusan:

1. Kadt Lala Difjen Perhubungan Laut

2 Adpdl Tanjung Priok Maunda, Sunda Kelapa

3 Adbandara Soetta

4.Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok
3 Kepala Kantor Pelayanan ‘Bea.dan Cukai Bandara Sukamo-Hatta
6 Ketua DPW Gafeksi (INFA) DK Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKPITA JAKARTA,




Lampiran

Hai

Tembusan:

Lampiran V. Peraturan Gubomur Provingl Daerah Khusus
bukota Jakarta

Nomor 123 TANUN 2010
Tanggal 25 Juni 2010

Jakarta,
: Laporan Tahwnan Kepeda.
Kegiaken. Cperasional
Jasa Pengurusan Transporiasi Yih Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DK Jakarta
di
Jakarta
Dengan hormat,
Sesuai dengan Peraturan Gubemer Nomor .............. Taun ... tertang

Pernelonggaraan dam Pengusahsan Jasa Pengurusan Transportasl hersama ini

PT orii i imiins e s e .. TBlapOTkan kegistan operesional untuk Tahun .........
Jasa thguman Trah&pmtaa gebagaimana terampls.

Demikian untuk menjadl makiam

L L N T T T TR P T L T )

Dﬁ'aktuﬂpim‘pinawPenanggung Jaub

1. Kadit Laig Ditjen Parhubungan Laut

2 Adpal Tanjung Priok, ‘Marunda, ‘Sunda Kgiapa
3 Adbandara Soedta

4 Kepala Kantor Peleyanan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Prick

5. Kepah

Kamtor Pelayanan Bea dan Cukaei Bandara Sukamo-Hatta

6 Ketua DPW Gafeksi (INFA) DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
. A JAKARTA,




Lampiran VI: Peraturan Gubermur Provinsi Dasrah Khusus
hukota Jakarta

Nomor 123 TARUN 2010
Tanggal 25 Juni 201g

CONTOH NOMOR :1 -

Nomor . Jakarta, .....ccooimeieeierisesenn
Lampiran :
Hal : Peringatan Pertama Kepata

Tembusan:

B NN N RGN

Yth. #imhuﬂPimpimMP&mnggumah

di
Jakarta

1. Menurut Surat 1zin Usaha Jasa Pengurusan Transportasl PT
tenggal ... - NOMOT .. sascais ceces serasas
memperhatikan Peraturan Gubemur Nomor .............. Tahun

dengan ini diberitahukan balwa perusahaan Saudara tidak memenuhi
kewajibankhususnyaPasal................. huruf............. yaitu:

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

..........
TR e Y e A AL A s sy A

=T IR R FE Bl e A T D Dk mdkae mm oy

2 gaﬂjumya berdasarkan Peraturan Gubarnur Nomor .............. Tahun ....ccovenee

asal ... ayat ... daf._. e, apabila dsam 1 (satu) bulan sejak
diterbitkannya surat in ;perusshaan Saudarapabeh.m Jjuga meEnanE:li kewajiban

sabagalmana tersebut pada 1, maka akan diambil tindakan leby [anj
sasuai dengan kstentuan yang berakut,

3 Peringatan ni merupakan PERINGATAN PER TAMA,
4. Demikian agarmenjadi perhatian Saudara sepenuhnya

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINS! DKI JAKARTA,

Dirjen Perhubungan Laut
Diqn:n Perhubungan Udara

Di n‘?aTubuer?-iarll rl'.‘.;:rat
Acrlisal anju ok, Marunda, Sunda Kel
Adbandara .r'E':%etI:a %, »a

Eéﬁa Kantor 2Iayanan gea -gan gugi Pahhuhago Tanjung Priok
a Kantor an 88a-dan Cukai Bandara Soskamo-atta
Ketua DPW Gafekz-?FnNFA} DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKDTA JAKARTA,

-




2
CONTOH NOMOR :2
Nomor Jakarta, ...,
Lamgpiran
Hal : Pearingdan Kedua Kepada
glrmkmﬂpimpmanmananggunghmb
di
Jakarta
1. Menunjuk surat saya Wanggal ... SRR | 1, | | SO
hal Pel!Irlgalan IF"err

2 Berdasarkan date yang ada pada says, temyata sampal saat ini permdraan
Saudara tidak n'lan'lenuhl kawﬂlban khususnya sesudi dengan Peraturan

Gubamur Nmm I |- 1 - Fssal ........... vt hurul arvianeer YU

R akE P TR TR ke rhb b rrr bbbl v v e AR AR b v ad AN A A srpbmprds s HY fHA R FA AR A

lllllllllllllllllllll EAPFEYEREREE ALY LA LELL ] A el SARFRlT & FIFATFaAN SAIIFINFFIIPINE NP A N N

3 Selanjuinya berdasarkan Peraturan Gubemur Nomar .......... - Tmm
LR LY Y Pﬂﬂ X TIT) EYB‘ LILE TS P da-l A Epﬂb“ﬂ. dﬂlﬂrﬂ wanu 1 [“m

sepk dlbrbl'lkan:r: surat ni pamaal'lam Saudara belum juga memenuhi

kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 1, maka akan diantﬂl tindakan
lobih lanjut sesual dengsin ketentuan yang bertaku.

4. Peringatan ini merupakan PERINGATAN KEDLIA,
& Demildan agarmenjadi perhatian Saudara sepenuhnyva

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINS| D] JAKARTA,

A AR NI PR WP LA AN AT Y

Tambusan:

Dirjer: Perhubungan Lad

Dijen Perhubungan Udara

B e oo
anju runda, Sunda

Adbandara St

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok
Kepala Kantor nan Baa.dan Cukai Bandara Soekarmo-Hatta
Ketua DPW Gafeksl {INFA) DKI Jakarta

BO s 2B P LN =

GUBERNUR PROVNSI DAERAH KHUSUS
IBUKDTA JAKARTA,




CONTOH NOMOR :3

Nornor

Lampiran o
: Peringatan Ketiga Kepada

Hai

Y. EiTrektudPimpir:ardPenartggurth

di
Jakaria

. Menunjuk surat saya tanggal ... _.__....._.. v NOMOF e

hal Peringatan Kedua

Berdasarkan -data yang ada pada saya, temyata sanpai saat ini perusahaan
Saudara tidak ‘memenuhi kewajiban khususnya sesua dengan Peraturan
Gubemu Nomor ... Tahun .............. Pasal.....hunif.....yallu

R i T A e Py R R b o LR R I

FRELLITELEY F PR PP i rm— - e e Y L LIt T

Selanjuinya berdasarkan Peraturan Gubemur Nomor ... Tahun
.............. Pasal ...... ayat........dan ...._., apabila dalam waktu 1 (satu) bulan
sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memesnuhi
kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 1, maka akan diambd tindakan
lebih anjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

. Peringatan ni merupakan PERINGATAN KETIGA.

Demikian agarmenjadi perhatian Saudara sepenuhnya

KEPALA DNAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA,

1. Dijen Perhubungan Lat
Dirjen Perhubungan Udara
Ditjeny Perhubungan Darat
Adpel Tanjung Priok, Marunda, Sunda Keiga

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukal Pelabuhan Tanjung Priok
. Kepbala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Soekamo-HaHa

2
3
4
5 Adbandara Soetta
&
7
8

Ketra DPW Gafeksi {INFA) DKl Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBLIK A JAKARTA,




Nomor

Lampiran
|_Id N

Tembusan :

Dl en Perhubungan Laut
en Perhubungan Udara
Dl en Pamubungm Darat
Tanjung Prick, Marunda, ‘Sunda Kelapa
ra Soatla
Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok

Kepala. Kanbr Pelayanan Bea dan Cukai Banda ka
Ketua DPW Gafelcsﬁ'lNFA} DKl Jakarta 7a Soekamo-Hatta

PN PN =

_ Y aitu:

Lamplran VH: Peraturan Gubemur Pravinsi Dagrah Khusus
bukota Jakarta

Nomor 123 TAHUN 201C
Tanggal 25 Juni 2010

Jakarta,..........ccorereeecmririinens
Pambekuan Suratlzin Kepada
Usaha Jasa Pengurusan '
Transportasi -{Srlﬁ;|

Yth. E_il_rekthfPimpinaanenmlggungjmb

di
Jakarna

. ﬁnmjuk Surat 1zin Usaha Jasa Pengurusan Transportas: (SIUJF'T)

crvvrnaieennses JEANGGA © o Nomor

. Perusahaan Saudara tidak m emenuhl _P:ﬁyawatankmmumyasafuum dengan

Peraturan G -ul:emur Nomor .. —..—..

-----------

CLTTTEEE LI EE 2 I TR PR P T e s F

oAl daprpm s rm e R LR LT LA b e b E3-EF 3 b

Sesuai n ketentuan beriaku
peringatan 3 -(tiga) kali: n yang perusahaan Saudara telah mendapat

a gl Iga:taan Il t‘gngga: wrmemeemmsman syssemensessssrnernsss INOTTHOT e vmserns sms vne
a ringatan: (1 ,#F: | U . o
k. Peringatan 11l tanggal or -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas den sesuai dengan Peraturan
. dan .

Gubemur Nomeor .......... Tahum ........... Pasal ....., huruf ..

de ah ini diberitabukan bahwa terhitung mulal dari Jal dikeluarkan surat
risahaan Saudara tidak meﬂ:enankan melakykan iaan pengurusan

transpnrtasl. .

Bilamana sampai 3 (tiga} bulan sejak tanggal dikelu

ini Pemsaraaﬁa Saﬂuda'aa} . arar?g memenuh a'kannya e pambakuwan

dengan angka 2 :{dua) tambut d atas, maka Surat Izin mn

Pengurusan Transportasi SIUNPT) Saudara akan saya cabut

Demikan agar menjadi perhatian Saudara sspenuhnya

KEFALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DK} JAKARTA,

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

=




Lampiran VIR: Peraturan Gubermur Provinsi Dasrah Khusus
lbukota Jakarla

Nomor 123 TAHUK 2010
Tanggal 25 Juni 2010

KEPUTUSAN KEFALA DNAS PERHUBUNGANPROVINS| DAERAH

BUKOTA JAKARTA :
NOMOR
TENTANG

PENCABUTAN SURAT 1ZIN USAHAJASA PENGURUSAN TRANSPORTASI {SIUJPT)

PT.

LT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA, JAKARTA,

Menimbahg

Mengingat

Memperhatikan;

- |

-l
]

bahwa PT - .- sebagal Perusahaan Jasa Panguusan
Transportasi  tidak  melaksanakan  kewajiban menyampailkan
s e KOPAAA Kepala Dinas Provingi DKl Jakarta
sehingga tidak memenuhi ketentuan Peraturan Gubemur Provins! D
Jakarta Nomor ... ... Tahun............. Pasal .......... hunif........... :

bahwa kepada perusshaen tersebut telah diberikan surat peringatan
sebanyak ‘3 (figa) kali berunst-turut, disusul dengan Surat Pembekuan
Izin Usaha:Nomor ..........c.oo.... tanggal..........cccoccenvnns]
bahwa dengan sehubungan hal fersebut di atas, dipandang perb untuk
mencabut Surat 1zin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SILJPT

ARV AL L LR R L AT B

FRETeinimt taR L LA LA Py

Peraturan Gubemur Nomor ... Tahun .............

Surat Kepala Dinas Perubungan Provinsi DKI Jakerta tanggd ............
Nomor ....... S hal Pesingatan Pestama;

Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DK Jakarta tanggal
Nomor ............. hal Peringatan Kedus

-------------

Surat Kepda Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tanggal
Nomor ............. hal Petingatan Ketiga:

.............

Surat Kepala Dinas Perbubungan Provinsi DK Jekarta tanggal

-------------

NOMOF .ooovecrenee ‘hal Pesingatan teitang Pembekuan Izin Usaha Jasa
Pengurusan Transportasi PT .._.__ccccoovee.e.., tanggal ......occoovnemnnnnnns
NOMOT ...cveeiecimmene :




Menetapkan  : KEPUTUSAN KEPALA DNAS PERHUBUNGAN PROVINS] DKl JAKARTA

MEMUTUSKAN :

TENTANG PENCABUTAN SURAT IZN USAHA JASA PENGURLISAN
TRANSPORTASI (SIUJPT) PT

R TR Tl T Pl f AN FANE AN Ak FEREdm

PERTAMA : Mencabut Suml 1zn Usaha Jasa Pengurusan Transporiasl  (SIUJPT)

PT oottt e ve . yaNg ditstapkan berdasarkan Keputusan Kepala i

Dinas Parhubungan Provinel DKI Jakarta Namor .......... tanggal ..o,

dengan data sebagei berkul:

a NamaPerusahaan LI U \

b Alama Domishl N || U rrvrmsrersis v aratraran

¢ Nomor/Tanggal SIVJPT - .. ... tanggd ........ccocneennnnn .

d Narna Pemilik Dttt b et ey AR R e n e e ren e e a

e Alamat M erttrreeeinretareeaaas vraraaan
KEDUA L PT v creerae e diwglibkan untuk mengembalkan Surat Izh

KETIGA » Keputusan Kepala Dinas Perhubungen inl mulat berlaky Bejak,

Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJFT) yang asli kepada Kepaa '
Dinas Perhubungan Provinsl DKI Jakarta, ‘

tanggal
ditetapkan dan bllamana rdapat kekeliruan dalam penctapamya akan
diadakan pembetulan saperiunya

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA,

R b L L AR L IR L N XL Y EET LR

N'I LEEELLLERE F LR T e e

- Tembusan :

CENSOERLN

Dirjen Perhubungan Last

Dijen Perhubungan Udara

Dijen Perhubungan Darat

Acpel Tanjung Priok, Manunda, Sunda Kedapa

Adbandara Soetta

Kakanwil Ditjen Pajak Depkeu DKI Jakarta

Kepaia Kantor Pelayanan Bea.dan Cukal Pelabuhan Tanjung Prink

Kepala Kantor Pelayanah Bea dan Cukai Bandara Soekamo-Hatta
- Ketua. DPW Gafeksi (INFA) DKI Jakana

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS
BUKPTA JAKARTA



